BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. loss /xn /HK - 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah

1.

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh  kekuasaannya yang berupa  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri
Hilir tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2574);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4400);



Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tantang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2236);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :100.2.1.3-6162
Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Indragiri
Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan  Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

b. menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan  Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Indragiri Hilir melalui
Sekretaris Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2024.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2@ Desember 2023

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

—

HERMAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

3. Kepala Cabang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat di Rengat.

4. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan di Tembilahan.

5. Yang Bersangkutan.



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. loco /xu /HK-2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan
Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

. bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah mempunyai
wewenang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2574);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4400y,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2236);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6233), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-6162
Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Indragiri
Hilir Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
Anggaran 2024.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya, berwenang :

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan  petunjuk teknis pelaksanaan  sistem

penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

h. melaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya, Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung
jawab kepada Bupati Indragiri Hilir.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2024.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 25 Desember 2023

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Tembusan: disampaikan kepada Yth;
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
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. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan. ‘

. Kepala Cabang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negafa Rengat di Rengat.
. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan di Tembilahan.

. Yang Bersangkutan.
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